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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  

daerah   disusun  perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan 

pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh 

Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan 

daerah disusun secara berjangka termasuk rancangan Rencana Strategis 

SKPD, yang memuat  visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman 

pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif untuk periode lima tahun. 

Rencana Strategis SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi 

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya 

dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun 

kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 

Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh 

kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan 

mengimplementasikan  Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, 

strategi, kebijakan, dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD 

sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. 

Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Ke 

mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang 

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; 

dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan 

tercapai.  
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Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah 

Otonom Baru, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyusun RPD dan 

Renstra untuk periode 2024-2026 bersamaan dengan berakhirnya masa 

jabatan Bupati periode 2018-2023. Renstra yang disusun ini merupakan 

dokumen perencanaan dengan jangka waktu 3 tahun dan merujuk ke 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-

2026. 

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, 

proses penyusunan dokumen Rencana Strategis SKPD perlu membangun 

komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multi-

stakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui 

proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan 

pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. 

Rancangan Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam 

dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, 

potensi dan peluang yang ada, serta arah kebijakan untuk mencapai 

sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Proses penyusunan 

Rencana Strategis diperlukan ketajaman dalam menentukan sasaran dan 

indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan 

prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan di bidang 

pemberdayaan. Disamping itu dalam menyusun Rencana Strategis harus 

dapat melakukan review secara menyeluruh, bukan hanya menyangkut 

kegiatan, tetapi juga programnya. Dengan demikian, dapat betul-betul 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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1.2 Landasan hukum 

Rencana  Strategis  Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Penajam  

Paser  Utara  disusun dengan berlandaskan pada sejumlah aturan yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4182); 

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Anggaran; 

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah. 

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan 

Daerah Otonom Baru. 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten 

Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01 Tahun 

2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2005 – 2025 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 

2014 Tentang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 

2022. 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 

2014 Tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Penajam Paser Utara. 

23. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  No. 47 

Thn 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas 

Lingkunga Hidup Kab. Penajam Paser Utara . 

24. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang 

Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara. 

25. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 

Tahun 2024-2026. 

26. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser 
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Utara Tahun 2024. 

27. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023. 

28. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Maksud : 

a.   Mendukung keberhasilan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026; 

b.   Memberikan arah pembangunan dalam jangka 3 tahun ke depan; 

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun 

anggaran selama 3 tahun yang akan datang; 

d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku 

pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

 

Tujuan : 

a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk 

kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026; 

b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan 

Hidup dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam 

Paser Utara Tahun 2024 – 2026; 

c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser 

Utara dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026; 

d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 

 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

 

Rencana strategis Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
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1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur 

organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang 

terkait dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten 

Penajam Paser Utara     Tahun  2024-2026 dan tantangan serta 

peluang pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Penajam Paser Utara 

 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP 

Memuat  Permasalahan pokok berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi pelayanan  Dinas, Lingkungan Hidup dan penentuan isu-

isu strategis. 

 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan 

dan sasaran jangka menengah DLH. 

 

 BAB V :  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan 

Dinas Lingkungan Hidup dalam 3 Tahun mendatang dalam 

mencapai tujuan dan sasaran Renstra. 

 

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan 

hingga sub kegiatan, dengan menjabarkan indikator, kinerja, 

target yang sesuai dengan nomenklatur yang tertera pada 

Permendagri yang berlaku, serta pagu indikatifnya. 

 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam 3 tahun 
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mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPD. 

 

BAB VII : PENUTUP 

Berisi tentang penegasan terhadap komitmen untuk 

melaksanakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 

secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam 

Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar 

kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 3 (tiga) tahunan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara. 
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Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Maksud : 

a.   Mendukung keberhasilan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026; 

b.   Memberikan arah pembangunan dalam jangka 3 tahun ke depan; 

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun 

anggaran selama 3 tahun yang akan datang; 

d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku 

pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

 

Tujuan : 

a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk 

kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026; 

b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan 

Hidup dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam 

Paser Utara Tahun 2024 – 2026; 

c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser 

Utara dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026; 

d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 

 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

 

Rencana strategis Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur 

organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang 

terkait dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten 

Penajam Paser Utara     Tahun  2024-2026 dan tantangan serta 

peluang pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Penajam Paser Utara 

 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP 

Memuat  Permasalahan pokok berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi pelayanan  Dinas, Lingkungan Hidup dan penentuan isu-

isu strategis. 

 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan 

dan sasaran jangka menengah DLH. 

 

 BAB V :  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan 

Dinas Lingkungan Hidup dalam 3 Tahun mendatang dalam 

mencapai tujuan dan sasaran Renstra. 

 

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan 

hingga sub kegiatan, dengan menjabarkan indikator, kinerja, 

target yang sesuai dengan nomenklatur yang tertera pada 

Permendagri yang berlaku, serta pagu indikatifnya. 

 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam 3 tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 
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tujuan dan sasaran RPD. 

 

BAB VII : PENUTUP 

Berisi tentang penegasan terhadap komitmen untuk 

melaksanakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 

secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam 

Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar 

kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 3 (tiga) tahunan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

 

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 

2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Penajam Paser Utara, Pasal 2 hingga Pasal 26. Peraturan Bupati 

mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup terlampir pada 

dokumen ini. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam 

Paser Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada daerah.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup 

mempunyai fungsi: 

1. Meningkatkan mutu SDM aparatur maupun stakeholder dalam bidang 

pengelolaan lingkungan hidup. 

2. Membangun sarana dan prasarana sebagai kegiatan pengelolaan 

lingkungan. 

3. Membangun sistem informasi dan komunikasi tentang pengelolaan 

lingkungan hidup dan sumber daya alam. 

4. Membangun kemitraan dalam pemantauan, pengendalian pengawasan 

serta penegakan hukum dibudang pengelolaan lingkungan dan sumber 

daya alam. 

5. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dan stakeholder dalam 

pemulihan lingkungan. 

6. Perumusan kebijakan dalam bidang Tata Lingkungan, bidang 

Persampahan, bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup, serta bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup 

7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup 

8. Penyelenggaraan program bidang Tata Lingkungan, bidang 

Persampahan, bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup, serta bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup 
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9. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang Tata Lingkungan, 

bidang Persampahan, bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup, serta bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup 

10. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan 

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya 

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 

2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Penajam Paser Utara Pasal 28 ayat 1, dirincikan sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris membawahi: 

a) Sub Bagian Perencanaan Program; 

b) Sub Bagian Keuangan; 

c) Sub Bagian Umum. 

3. Bidang Tata Lingkungan membawahi: 

a) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS; 

b) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi: 

a) Seksi Pengurangan Sampah; 

b) Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3. 

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

membawahi: 

a) Seksi Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan; 

b) Seksi Kerusakan Lingkungan. 

6. Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

membawahi: 

a) Seksi Penegakan Hukum Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan; 

b) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 
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7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 

Gambar  1.3 :  Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
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Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 

2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Penajam Paser Utara, Pasal 2 hingga Pasal 26, uraian tugas dan 

jabatan structural Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, 

mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi 

dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 

dibidang lingkungan hidup. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, 

pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian. 

a) Sub Bagian Perencanaan Program 

Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

sekretaris. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan 

rencana dan program kerja Dinas. 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian 

Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan 

kebutuhan dan kebijakan pada Sub Bagian Perencanaan Program 

sebagai bahan penyusunan DPA; 

b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dasn 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi 

Perangkat Daerah; 

c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian 

Perencanaan Program; 

d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub 

Bagian Perencanaan Program; 
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e. Pembagian tugas pada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian 

Perencanaan Program; 

f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

dalam hal melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan 

menyajikan data statistik dalam rangka mempersiapkan bahan-

bahan perumusan rencana program Dinas; 

g. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 
dalam hal penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya agar 
diperoleh data hasil program kerja Dinas, menyelia pelaksanaan 
tugas penyusunan program agar sesuai dengan rencana, menyusun 
rencana Kebutuhan Anggaran Dinas; 

h. Memberi petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Sub 
Bagian Perencanaan Program sesuai dengan peraturan dan 
pedoman yang ada; 

i. Pegevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan 

Program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 

tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan permasalahannya; 

j. Pelaporan pelaksanaan yugas Sub Bagian Perencanaan Program 

baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban 

kepada sektretaris; 

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan 

secara tertulis. 

b) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan Dinas. 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, 

kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Keuangan sebagai 

bahan penyusunan DPA; 

b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 
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kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis 

Organisasi Perangkat Daerah; 

c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian 

Keuangan; 

d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub 

Bagian Keangan; 

e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian 

Keuangan; 

f. Pembimbingan, Pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

dalam hal pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang 

berhubungan dengan pengelolaan keuangan Dinas, pengelolaan 

administrasi keuangan dan perbendaharaan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan, pembukuan keuangan, perjalanan dinas, 

pembayaran gaji dan tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku, 

pengawasan dan pembimbingan pada bendahara dalam 

melaksanakan tugasnya, penatausahaan pengelalaan anggaran 

pendapatan belanja Dinas; 

g. Pemberian petunjuk, Penilaian dan Pembinaan bawahan pada Sub 

Bagian Keuangan sesuai peraturan yang berlaku; 

h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan 

berdasarkan rencana realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta 

pemecahan masalahnya; 

i. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada 

Sekretaris; 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan 

secara tertulis. 

c) Sub Bagian Umum 

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

administrasi umum dan administrasi kepegawaian. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(2), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, 

kebutuhan dan kebijakan pada Sub Bagian Umum sebagai 

penyusunan DPA; 

b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis 

Organisasi Perangkat Daerah; 

c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian 

Umum; 

d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub 

Bagian Umum; 

e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian 

Umum; 

f. Pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan 

Kegiatan dalam hal pelaksanaan pembimbingan organisasi dan 

ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan 

barang, peralatan dan pendistribusiannya, tata usaha barang, 

perawatan atau penyimpanan peralatan kantor dan pendataan 

inventarisir kantor, penyelenggaraan administrasi perkantoran, 

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kebersihan dan keamanan 

kantor, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan 

pegawai, penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti 

Pendidikan dan pelatihanstruktural, teknis dan fungsional serta 

ujian dinas; 

g. pemberian petunjuk, Penilaian dan Pembinaan bawahan  

pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program 

dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan 

masalahnya; 

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian 

Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan pemasalahan 

yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik  secara  
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lisan  maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada 

Sekretaris; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan secara tertulis. 

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan 

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas. Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas 

pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas 

bidang pelayanan tata lingkungan yang meliputi inventarisasi, 

RPPLH, KLHS, Kajian Dampak dan pemeliharaan lingkungan 

Hidup. 

a) Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS 

Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan. 

Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KHLS mempunyai 

tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas Inventarisasi, RPPLH dan 

KHLS. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KHLS 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan  tugas,  
permasalahan,  kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi 
Inventarisasi,  RPPLH,  dan  KLHS sebagai bahan penyusunan 
DPA; 

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 
permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan 
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi 
Inventarisasi, RPPLH dan KLHS; 

d. perumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program 
Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS; 

e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan  pada  
Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS; 



 

Dinas Lingkungan Hidup Penajam Paser Utara 20 

 

20 

f. pembimbingan, Pengarahan dan Pengawasan pelaksanaan 
Kegiatan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, 
penyusunan dokumen RPPLH, daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang 
berbasis daya dukung dan daya tampung  lingkungan hidup, 
instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, 
mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup),  
Penyusunan NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah, 
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis, Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam 
pelaksanaan KLHS, (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit 
LH, Analisis resiko LH), Pelaksanaan proses izin lingkungan; 

g. pemberian petunjuk, Penilaian dan Pembinaan bawahan pada 

seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS Sesuai peraturan dan 

pedoman yang ada; 

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi 

Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS berdasarkan rencana dan 

realisasinya  untuk  mengetahui tingkat pencapaian program 

dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan 

masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan 

KLHS baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung 

jawaban kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan secara tertulis. 

b) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan 

dibawah  dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata 

Lingkungan. Kepala Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan 

Lingkungan  Hidup  mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan 

Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 
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permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi 

Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagai 

bahan penyusunan DPA; 

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 
permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan 
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Kajian 

Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; 

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program 
Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; 

e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi  

Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; 

f. pembimbingan, Pengarahan dan Pengawasan pelaksanaan 

Kegiatan Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, 

pemanfaatan secara lestari danpencadangan sumber daya 

alam, upaya mitigasi  dan  adaptasi perubahan iklim, 

inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, 

konservasi keanekaragaman hayati, Pengembangan sistem 

informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; 

g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan 

Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

Sesuai peraturan dan pedoman yang ada; 

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kajian 

Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan 

rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kajian Dampak dan 

Pemeliharaan Lingkungan Hidup baik secara lisan maupun 

tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang 

Tata Lingkungan; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan secara tertulis. 

 

4. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3  

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh 
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seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok 

mengkoordinasikan dan  mengendalikan  tugas- tugas bidang 

pelayanan pengelolaan sampahyang meliputi pengurangan 

sampah dan penanganan sampah. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan  

Sampah dan Limbah B3 dan Limbah B3 Berdasarkan tugas, 

permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang 

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3dan Limbah B3untuk 

bahan perumusan DPA; 

b. penyusunan rencana program Bidang Pengelolaan Sampah  

dan  Limbah B3 dan Limbah B3 berdasarkan  usulan  Seksi  

Pengurangan  Sampah, Seksi Penanganan Sampah dan 

Limbah B3 dan skala prioritas  untuk  bahan perumusan 

Renstra Organisasi Perangkat  Daerah  Dinas Lingkungan 

Hidup; 

c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program 

Bidang Pengelolaan Sampah; 

d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Pengurangan 

Sampah dan Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 

berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman; 

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan 

bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian 

kerja; 

f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis 

operasional Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3dan 

Limbah B3 dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi 

untuk optimalisasi  tugas  yang berhubungan dengan Bidang 

Pelayanan Pengelolaan Sampah yang meliputi Pengurangan, 

Penanganan Sampah dan Limbah B3; 

g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan Kepala Kepala 
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Seksi Pengurangan Sampah dan Kepala Seksi Penanganan 

Sampah dan Limbah B3 Sesuai peraturan dan pedoman yang 

ada; 

h. pengevaluasan pelaksanaan program kegiatan pada Bidang 

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan  yang  dihadapi, serta pemecahan masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan 

Limbah B3dan Limbah B3berdasarkan laporan dari Kepala 

Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kepala Seksi 

Penanganan Sampah dan Limbah B3 sebagai pertanggung 

jawaban kepada Kepala Dinas; 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan 

secara tertulis. 

a) Seksi Pengurangan Sampah; 

 

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah. Kepala Seksi 

Pengurangan Sampah mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan  pelaksanaan  

tugas Pengurangan Sampah. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Seksi Pengurangan Sampah 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan  tugas,  
permasalahan,  kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi 
Pengurangan Sampah sebagai bahan penyusunan DPA; 

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 
permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan 
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi 
Pengurangan Sampah; 

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program 
Seksi Pengurangan Sampah; 

e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan  pada  
Seksi  Pengurangan Sampah; 
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f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan 
kegiatan penyusunan informasi pengelolaan sampah  tingkat  
kabupaten/kota,  target pengurangan dan prioritas jenis 
sampah, Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 
produsen/industry, Pembinaan penggunaan bahan baku 
produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, 
pendaur ulangan sampah, kebijakan penanganan sampah, 
Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, 
Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah, 
Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan 
sistem pembuangan open dumping, sistem tanggap darurat 
pengelolaan sampah, kompensasi dampak negatif kegiatan 
pemrosesan akhir sampah, Pengembangan investasi  dalam  
usaha  pengelolaan sampah; 

g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan 
pada Seksi Pengurangan Sampah Sesuai peraturan dan 
pedoman yang ada; 

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi 
Pengurangan Sampah berdasarkan rencana dan realisasinya 
untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 
permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengurangan Sampah  
baik  secara  lisan maupun tertulis sebagai pertanggung 
jawaban  kepada  Kepala  Bidang Pengelolaan Sampah; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan 

secara tertulis. 

b) Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3. 

Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh 

seorang Kepala  Seksi yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah. Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

Penanganan Sampah. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Sampah dan 

Limbah B3 menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan  tugas,  

permasalahan,  kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi 
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Penanganan Sampah dan  Limbah B3 sebagai bahan 

penyusunan DPA; 

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 

permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan 

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi 

Penanganan Sampah dan Limbah B3; 

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program 

Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3; 

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi 

Penanganan Sampah dan Limbah B3; 

f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan 

Kegiatan Perumusan penyusunan kebijakan perizinan 

penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, 

perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu 

daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan, pemantauan 

dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3, 

kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah 

B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), 

dalam satu daerah  Kabupaten/Kota, perizinan pengangkutan 

Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3  (tiga), perizinan 

penguburan limbah B3 medis; 

g. pemberian petunjuk, Penilain, dan Pembinaan bawahan pada 

Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Sesuai peraturan 

dan pedoman yang ada; 

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi 

Penanganan  Sampah  dan Limbah B3 berdasarkan rencana 

dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian 

program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan 

masalahnya; 

i. pelaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Sampah 

dan Limbah B3 baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
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pimpinan secara tertulis. 

 

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas bidang pelayanan pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

pencemaran dan pemantauan lingkungan serta kerusakan 

lingkungan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2),  Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan menyelenggarakan fungsi: 

a. pengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang 

Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada 

pada Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup untuk bahan perumusan DPA; 

b. penyusunan rencana program Bidang Pengendalian, 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan 

usulan Seksi Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan, Seksi 

Kerusakan Lingkungan dan skala prioritas untuk bahan 

perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas 

Lingkungan Hidup; 

c. perumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program 

Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup; 

d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Pencemaran dan 

Pemantauan Lingkungan dan Kepala Seksi Kerusakan 

Lingkungan  berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai 

pedoman; 

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan 
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bidang  lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian 

kerja; 

f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis  

operasional Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup dengan membimbing, mengarahkan dan 

mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan 

dengan Bidang Pelayanan Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi Pencemaran dan 

Pemantauan Lingkungan Serta Kerusakan Lingkungan; 

g. pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan Kepala Seksi 

Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan dan Kepala Seksi 

Kerusakan Lingkungan Sesuai peraturan dan pedoman yang 

ada; 

h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang 

Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 

tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, 

serta pemecahan masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan 

laporan dari Kepala Seksi Pencemaran dan Pemantauan 

Lingkungan dan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan sebagai 

pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan 

secara tertulis. 

a) Seksi Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan; 

Seksi Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Kepala Seksi 

Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pencemaran dan pemantauan 

lingkungan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2),  Kepala Seksi Pencemaran dan Pemantauan 
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Lingkungan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 

permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi 

Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan sebagai bahan 

penyusunan DPA; 

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 

permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan 

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi 

Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan; 

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program 

Seksi Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan; 

e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi 

Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan; 

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan 

Kegiatan Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi 

dan non institusi, pemantauan kualitas air, udara, tanah serta 

pesisir dan laut, Penentuan pembinaan terhadap sumber 

pencemar, Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan 

(laboratorium lingkungan); 

g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan 

pada Seksi Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan Sesuai 

peraturan dan pedoman yang ada; 

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi 

Pencemaran dan Pemantauan Lingkungan berdasarkan 

rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran dan 

Pemantauan Lingkungan baik secara lisan maupun tertulis  

sebagai  pertanggung  jawaban kepada Kepala Bidang 

Pengendalian Pencemarandan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan 

secara tertulis. 



 

Dinas Lingkungan Hidup Penajam Paser Utara 29 

 

29 

b) Seksi Kerusakan Lingkungan. 

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi 

kerusakan lingkungan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas,  

permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi 

Kerusakan Lingkungan sebagai bahan penyusunan DPA; 

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 

permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan 

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi 

Kerusakan Lingkungan; 

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program 

Seksi Kerusakan Lingkungan; 

e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi 

Kerusakan Lingkungan; 

f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan 

Kegiatan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, 

pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan dan 

pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan 

restorasi) kerusakan lingkungan, Pelaksanaan perlindungan, 

pengawetan, pemanfaatan secara lestari, dan pencadangan 

sumber daya alam, Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim inventarisasi GRK dan penyusunan profil 

emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati; 

g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan 

pada Seksi Kerusakan Lingkungan Sesuai peraturan dan 

pedoman yang ada; 

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerusakan 
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Lingkungan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan 

yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kerusakan Lingkungan 

baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung  

jawaban  kepada  Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan secara tertulis. 

6. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang 

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempuyai 

tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas 

bidang pelayanan Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup hidup yang meliputi penegakan hukum, 

Pengaduan dan sengketa lingkungan, serta peningkatan kapasitas 

lingkungan hidup. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup Hidup menyelenggarakan fungsi: 

a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penaatan 

dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Berdasarkan 

tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang 

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk 

bahan perumusan DPA; 

b. penyusunan rencana program Bidang Penaatan dan 

Peningkatan  Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan usulan 

Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup serta Seksi Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup dan skala prioritas untuk bahan perumusan 

Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup; 

c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program 

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup; 
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d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Pengaduan, 

Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup serta Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman; 

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan 

bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian 

kerja; 

f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis 

operasional Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup dengan membimbing, mengarahkan dan 

mengawasi untuk  optimalisasi  tugas yang berhubungan 

dengan Bidang Pelayanan Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup Hidup yang meliputi Penegakan Hukum, 

Penyelesaian Sengketa dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup; 

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi 

Pengaduan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup serta Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup Sesuai peraturan dan pedoman yang ada; 

h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang 

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 

tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, 

serta pemecahan masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penaatan  dan  

Peningkatan  Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan laporan 

dari Kepala Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan 

secara tertulis. 

a) Seksi Penegakan Hukum, Pengaduan dan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan; 

Seksi Penegakan Hukum Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 
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Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Penaatan  dan  Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup. Kepala Seksi Pengaduan, Penegakan 

Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

Pengaduan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum 

dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapkan rencana kegiatan  berdasarkan  tugas,  

permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi 

Pengaduan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup sebagai bahan penyusunan DPA; 

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 

permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan 

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi 

Pengaduan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup; 

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program 

Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup; 

e. pembagikan Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada 

Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup; 

f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan 

Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan 

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, 

penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak 

sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, penelaahan dan verifikasi  atas  pengaduan, 

rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan,  
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Penyelesaian  sengketa lingkungan, Sosialisasi tata cara  

pengaduan,  pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan 

yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan, Pembinaan dan pengawasan 

terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, 

penegakan hukum lingkungan; 

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan 

pada Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup Sesuai peraturan dan pedoman 

yang ada; 

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaduan, 

Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup  berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan 

yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan, Penegakan 

Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidupbaik 

secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban 

kepada Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan 

secara tertulis. 

b) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

Seksi Peningkatan Kapsitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepadaKepala  Bidang Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Kepala Seksi 

Peningkatan Kapsitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas Peningkatan Kapasitas Lingkungan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (2),  Kepala Seksi Peningkatan Kapsitas 

Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 

permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi 

Peningkatan Kapsitas Lingkungan Hidup sebagai bahan 
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penyusunan DPA; 

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 

permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan 

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi 

Peningkatan  Kapsitas Lingkungan Hidup; 

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program 

Seksi Peningkatan Kapsitas Lingkungan Hidup; 

e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi 

Peningkatan Kapsitas Lingkungan Hidup; 

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan 

Kegiatan Penyusunan kebijakan, Identifikasi, verifikasi dan 

validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 

hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak kearifan lokal atau  pengetahuan tradisional dan hak 

MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Penetapan tanah ulayat, komunikasi 

dialogis dengan MHA, g) Penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan, pengembangan dan pendampingan, fasilitasi 

kerjasama dan pemberdayaan terhadap MHA, kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pengembangan 

jenis penghargaan LH; 

g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan 

pada Seksi Peningkatan Kapsitas Lingkungan Hidup Sesuai 

peraturan dan pedoman yang ada; 

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi 

Peningkatan Kapsitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana  

dan  realisasinya  untuk mengetahui tingkat pencapaian 

program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan 

masalahnya; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapsitas  

Lingkungan  Hidup baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Penaatan 

Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
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pimpinan secara tertulis. 

7. Unit Pelaksana Teknis 

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 

Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Uraian Tugas dan Fungsi UPT diatur terpisah dari Peraturan Bupati 

ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas  

Lingkungan  Hidup sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan 

serta berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Kelompok 

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri 

atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, 

jenis dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan. Uraian tugas Jabatan 

Fungsional akan diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini 

bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati. 

 

2.2  Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 

1. Sumber Daya Manusia 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara  per Juli 2024 

memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang dengan rincian 19% 

berpendidikan S2, 47% berpendidikan S1, 3% berpendidikan D3, 25% 

berpendidikan SLTA, 5% berpendidikan SLTP, sedangkan THL sebanyak 178 

Orang. 
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Tabel  2.1 :  Data PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan 

Tabel  2.2 :  Data PNS Berdasarkan Pendidikan 

Keadaan Aparatur Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin THL Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara  Per 30 Juli 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  2.3 :  Data THL Berdasarkan Pendidikan 

NO Pangkat/Golongan 
Jumlah 

Keterangan 
L P 

1 Pembina Utama Muda / IV c 0 1   

2 Pembina TK. I / IV b 0 1   

3 Pembina / IV a 4 1   

4 Penata TK. I / III d 5 4   

5 Penata / III c 0 1   

6 Penata Muda TK. I / III b 1 1   

7 Penata Muda / III a 1 1   

8 Pengatur TK. I / II d 4 2   

9 Pengatur / II c 2 1   

10 Pengatur Muda TK. I / II b 0 0   

11 Pengatur Muda / II a 2 -   

Jumlah 19 13   

NO Pendidikan 
Jumlah 

Jumlah Keterangan 
L P 

1 S2 3 3 6   

2 S1 8 7 15   

3 D3 1 0 1   

4 SLTA 5 3 8   

5 SLTP 2 0 2   

Total 19 13 32   

NO Pendidikan 
Jumlah 

Keterangan 
L P 

1 S1 4 5   

2 D3 5 3   

3 SLTA 66 15   

4 SLTP 33 6   

5 SD 39 2   

Jumlah 126 30   
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Data pegawai DINAS LINGKUNGAN HIDUP di tiap bidang adalah 

sebagai berikut : 

1. Sekretariat terdapat 1 Sekretaris,  1 kasubag , 2 staf Fungsional, 6 staf 

PNS dan 12 THL 

2. Bidang Tata Lingkungan terdapat 1 Kabid, 1 staf Fungsional, 2 staf PNS 

dan 2 THL 

3. Bidang Pengelolaan Persampahan terdapat 1 Kabid, 1 Staf Fungsional, 6 

staf PNS dan 159 THL 

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdapat 1 

Kabid, 1 Staf Fungsional, 3 Staf PNS dan 2 THL  

5. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdapat 

1 Kabid, 2 Staf Fungsional, 1 Staf PNS dan 3 THL. 

Dari uraian tersebut diatas disetiap bidang pada umumnya kekurangan 

jumlah pegawai untuk mengakomodir kegiatan yang ada di Dinas 

Lingkungan Hidup. 

 

 2. Sarana dan Prasarana Kerja 

Ketersediaan sarana dan fasilitas juga merupakan unsur penting 

dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di 

samping sumberdaya manusia yang profesional. Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dilengkapi sarana dan fasilitas 

yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

Untuk prasarana gedung menempati gedung Islamic Center Lantai 2 

walaupun belum cukup representatif untuk pelaksanaan tugas. Adapun 

jenis sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Penajam Paser Utara seperti terlihat pada: 
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No. Uraian Unit Rusak Baik 

1. Tanah -   

2. Bangunan Gedung 1  ✓ 

3. Kendaraan Roda 2 (dua) 22 unit  ✓ 

4. Kendaraan Roda 3 (tiga) 10 unit  ✓ 

5. Kendaraan Roda 4 (empat) 9 unit  ✓ 

6. Kendaraan Roda 6 (enam) 15 unit  ✓ 

7.  Komputer PC 15 unit  ✓ 

8. Laptop / Notebook 31 unit  ✓ 

9.  Printer 10  unit  ✓ 

10. Filling Kabinet 4 unit  ✓ 

11. UPS 12 unit  ✓ 

12. Mesin Diesel (Genset) 1 unit  ✓ 

13.     Overhead Projector 2 unit  ✓ 

14. Alat Studio 1 paket  ✓ 

15. Alat Keamanan 3 paket  ✓ 

16. Alat Pemeliharaan 24 unit  ✓ 

Tabel  2.4 :  Data Sarana dan Prasarana 

Dari urain diatas dapat dilihat bahwa di Dinas Lingkungan Hidup 

masih kekurangan Gedung tetap dan alat-alat Laboratorium, Mobil 

Oprasional,  untuk menunjang pemantauan dan pengendalian 

lingkungan.    

 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 

Kinerja pelayanan menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan 

sasaran/ target Renstra periode sebelumnya dan indikator kinerja pelayanan. 

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut: 
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Penajam Paser Utara 

No. 
Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi SKPD 

Target 

SPM/ 

NSPK 

Target IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1. Jumlah pegawai yang 

mengerti tentang 

pengelolaan lingkungan 

 IKK 

  9 

orang 

10 

orang 

15 

orang 

18 

orang 

20 

orang 

9 

orang 

10 

orang 

15 

orang 

18 

orang 

20 

oran

g 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. Prosentase 

ketersidiaansarana dan 

prasarana 

 IKK 

  50 % 50 % 60 % 70 % 80 % 50 % 50 % 60 % 70 % 80 % 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Prosentase 

Pengawasan AMDAL 
 IKK  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

% 

100% 100% 100% 100% 100% 

4. Prosentase 

Pengawasan UKL-UPL 

 IKK 
  74% 78% 82% 86% 90% 74% 78% 82% 86% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Jumlah kebijakan di 

bidang lingkungan 

hidup 

 IKK 

  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 100% 100% 0% 0% 0% 

6. Terbitnya Rekomendasi  

izin PPLH 

 IKK 
  7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 

100% 100% 100% 100% 100% 

7  Jumlah Presentase 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

hidup 

 IKK 

  44,55 44% 43,5% 43% 42,5% 30% 30% 27% 33% 29% 67% 68% 62% 77% 68% 
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No. 
Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi SKPD 

Target 

SPM/ 

NSPK 

Target IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

8. Terpantaunya kualitas 

air sungai,tanah,udara 

 IKK 
  10 

titik 

10 

titik 

10 

titik 

10 

titik 

10 

titik 

10 

titik 

10 

titik 

10 

titik 

10 

titik 

10 

titik 

100% 100% 100% 100% 100% 

9. Jumlah pengaduan 

yang ditindak lanjuti 
 IKK 

  10 

keg 

10 

keg 

10 keg 10 

keg 

10 

keg 

10 

keg 

10 

keg 

10 keg 10 keg 10 

keg 

100% 100% 100% 100% 100% 

10. Piala Adipura 
 IKK 

  1 

piala 

1 

piala 

1 piala 1 

piala 

1 

piala 

0 0 0 1 Piala 0 0% 0% 0% 100% 0% 

11. Pelaku usaha /kegiatan 

dan UKM yang memiliki 

izin  TPS B3 

 IKK 

  10 

Usaha 
10 

usaha 

15 

usaha 

15 

usaha 

20 

usaha 

8 

Usaha 

10 

Usaha 

10 

Usaha 

12 

Usaha 

15 

Usaha 

80% 100% 66% 80% 75% 

12. Pengawasan bidang 

lingkungan hidup  IKK 

 

10 

usaha 

15 

usaha 

15 

usaha 

20 

usaha 

20 

usaha 

10 

usaha 

15 

usaha 

15 

usaha 

20 

usaha 

20 

usah

a 

100% 100% 100% 100% 100% 

13 Peningkata peringkat 

kinerja perusahaan  IKK 

  3 

perus

ahaan 

3peru

sahaa

n 

3 

perha

an 

3 

persh

aan 

3 

persh

an 

3 

perus

ahaan 

3peru

sahaa

n 

3 

perha

an 

3 

persha

an 

3 

pers

han 

100% 100% 100% 100% 100% 

14 Perda lingkungan hidup  IKK 
  0 1 

perda 

2 

perda 

2 

perda 

2 

perda 

0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

15 Meningkatnya  

pengetahuan 

keterampilan dan 

kesadaran untuk 

berperan aktif dalam 

 
 

IKK 

  3 

sekol

ah 

3 

sekol

ah 

3 

sekola

h 

3 

sekol

ah 

3 

sekol

ah 

3 

sekol

ah 

3 

sekol

ah 

3 

sekola

h 

3 

sekola

h 

3 

sekol

ah 

100% 100% 100% 100% 100% 
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No. 
Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi SKPD 

Target 

SPM/ 

NSPK 

Target IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

16 Jumlah kerjasama dan 

kemitraan lab, dalam 

menikdaklanjuti 

sengketa lingkungan 

hidup 

 IKK 

 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 

dok 

100% 100% 100% 100% 100% 

17 Adanya kajian 

pengaruh kebijakan 

rencana dan/atau 

program terhadap 

kondisi lingkungan 

hidup kab.ppu 

 IKK 

 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 

dok 

100% 100% 100% 100% 100% 

18 Adanya kajian 

pengaruh rencana 

kebijakan 

rencana,dan/atau 

program terhadap 

kondisi lingkungan 

hidup 

 IKK 

 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 

dok 

100% 100% 100% 100% 100% 

19 Laporan yang berisi 

ukuran keberhasilan 

dari suatu tujuan  dan 

sasaran strategis  

 IKK 

 

1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 

 

100% 100% 100% 100% 100% 
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No. 
Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi SKPD 

Target 

SPM/ 

NSPK 

Target IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

20 Adanya dokumen 

penentuan kelas air 

pada sungai –sungai 

per kecmatan 

 IKK 

 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

21 Jumlah timbulan 

sampah yang 

tertangani 

 IKK 

 

34608 

ton 

39608 

ton 

44608 

ton 

49608 

ton 

54608 

ton 

18933 

ton 

15740 

ton 

20534 

ton 

21060 

ton 

6500 

ton 

55% 40% 46% 42% 12% 

22 Persentasi rumah 

tinggal bersanitasi 
 IKK 

 

20 % 40 % 60 % 80 % 
100 

% 

18% 32% 45% 52% 56% 90% 80% 75% 65% 56% 

 

Tabel T-C.23 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  

Kabupaten Penajam Paser Utara
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan 

Hidup 

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diperlukan faktor-

faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) untuk menetapkan factor 

kunci keberhasilan tersebut perlu adanya Analisa Lingkungan Internal (ALI) 

maupun eksternal (ALE) dengan pendekatan SWOT (Strengths, Weakness, 

Oppurtunities, Treats). Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan 

tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, maka 

diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Faktor).  

Strategi dirancang melalui analisa lingkungan internal dan eksternal, dengan      

mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut : 

1. Kerja sama 

2. Keberhasilan 

3. Kepastian Masa Depan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-

kebijakan dan program-program maka perlu disusun strategi. Pemilihan 

strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif 

strategi yang dihasilkan melalui Analisa SWOT. Tabel berikut merupakan 

analisa SWOT DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penajam Paser Utara.  
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Faktor Eksternal 

 

 

 

 

 

 

Faktor Internal 

 

Peluang : 

1. Komitmen Pemda  terhadap 
program lingkungan 

2. Adanya komitmen terhadap 
pelestarian lingkungan 

3. Keterbukaan masyarakat 
terhadap pengelolaan 
lingkungan  

4. Adanya informasi yang 
mudah diakses 

5. Adanya peraturan yang 
jelas menyangkut tata 
laksana 

6. Adanya komitmen 
perusahaan dalam 
pengelolaan dan 
perlindungan lingkungan 
hidup 

Tantangan: 

1. Dampak lingkungan 
hidup akibat industri 

2. Semakin bertambahnya 
usaha dan/atau 
kegiatan yang 
berdampak terhadap 
lingkungan 

3. Tingkat pertumbuhan 
penduduk yang tinggi 

4. Ketergantungan 
terhadap SDA terbatas 

Kekuatan   :  

1. Jumlah SDM 
aparatur 
memadai 

2. Tersedianya 
anggaran 

 

Alternatif Strategi (Kekuatan-

Peluang): 

1. Meningkatkan koordinasi 
antar lembaga dalam 
peningkatan kapasitas SDM 
aparatur masyarakat serta 
pelaku usaha 
 

Alternatif Strategi 

(Kekuatan-Tantangan): 

1. Memanfaatkan SDM 
yang ada untuk 
melakukan studi 
ligkungan dalam rangka 
mengurangi dampak 
industri terhadap 
lingkungan hidup 

2. Memanfaatkan sumber 
daya yang ada untuk 
merubah prilaku 
masyarakat pendatang 
ke dalam rangka 
pemahaman lingkungan 
hidup 

3. Memanfaatkan sumber 
daya manusia yang ada 
untuk menangani 
kasus-kasus lingkungan 

4. Memanfaatkan sumber 
daya manusia yang ada 
dan anggaran yang 
memadai untuk 
mengurangi 
ketergantungan  
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Kelemahan: 

1. Kualitas SDM LH 
belum memadai 

2. Teknologi yang 
digunakan belum 
memadai 

3. Kurangnya 
pengawasan 
lingkungan 
internal dan 
eksternal  

4. Kurangnya 
peraturan 
pengelolaan 
lingkugan hidup 
pelaksanaan kerja 

5. Terbatasnya data 
terkini dan akurat 
mengenai kondisi 
lingkungan hidup 

6. Masih kurangnya 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 

 

Alternatif Strategi 

(Kelemahan-Peluang): 

1. Manfaatkan dukungan 
untuk meningkatkan 
kualitas SDM LH 

2. Memanfaatkan dukungan 
eksekutif dan legeslatif 
untuk membuat peraturan 
lingkungan hidup 

3. Manfaatkan sarana 
informasi untuk 
meningkatkan SDM LH 

4. Memanfaatkan keterbukaan 
masyarakat untuk 
pengawasan lingkungan 

5. Manfaatkan dukungan 
untuk mencari pihak ketiga 
dalam rangka peningkatan 
sarana dan prasarana 
lingkungan hidup 

6. Manfaatkan sarana 
informasi untuk 
meningkatkan standar 
lingkungan hidup 
 

Alternatif Strategi : 

(Kelemahan-Tantangan) 

1. meingkatkan kualitas 
sumber daya aparatur 
LH untuk mengatasi 
berbagai tantangan LH 
kedepan 

2. Pemenuhan sarana dan 
prasarana pendukung 
lingkungan hidup untuk 
mengantisipasi akibat 
tantangan LH kedepan  

3. Tingkatkan pengawasan 
lingkungan untuk 
menangani kasus 
lingkungan 

Tabel 2.5 Analisa SWOT 
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Lingkungan 
Strategis 

Strength Weakness Opportunity Threat 

Internal 

1. Sumber Daya 
Manusia 

 

Jumlah SDM 
aparatur 
memadai 

 

Kualitas SDM 
LH belum 
memadai 

 

Adanya diklat 
bidang 
lingkungan 
hidup 

 

2. Peralatan  Teknologi yang 
digunakan 
belum 
memadai 

Adanya 
peralatan 
laboratorium 
lingkungan 
belum memadai 

 

3. Tata Laksana  Kurangnya 
pengawasan 
lingkungan 
internal dan 
eksternal  

  

  Kurangnya 
peraturan 
pengelolaan 
lingkugan 
hidup 
pelaksanaan 
kerja 

  

  Terbatasnya 
data terkini dan 
akurat 
mengenai 
kondisi 
lingkungan 
hidup 

  

4. Sarana dan 
Prasarana 

 Masih 
kurangnya 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 

  

5. Anggaran 

 

 

Tersedianya 
anggaran 

 

   

Eksternal 

1. SDM 

   

Adanya diklat 
bidang 
lingkungan 
hidup 
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Lingkungan 
Strategis 

Strength Weakness Opportunity Threat 

   Adanya 
peralatan 
laboratorium 
lingkungan 
belum memadai 

 

2. Politik   Komitmen 

Eksekutif dan 

Legislatif  

terhadap 

program 

lingkungan 

 

   Adanya 

komitmen 

terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

 

3. Ekonomi    Dampak 
lingkungan 
hidup akibat 
industri 

4. Sosial 
Budaya  

  Keterbukaan 
masyarakat 
terhadap 
pengelolaan 
lingkungan  

Semakin 

bertambahnya 

usaha dan/atau 

kegiatan yang 

berdampak 

terhadap 

lingkungan 

     

Tingkat 

pertumbuhan 

penduduk yang 

tinggi 

 

 

 

5. Lingkungan   Adanya 

informasi yang 

mudah diakses 

 

Masih 
banyaknya 
kasus-kasus 
lingkungan 
Ketergantungan 
terhadap SDA 
terbatas 
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Lingkungan 
Strategis 

Strength Weakness Opportunity Threat 

6. Hukum   Adanya 
peraturan yang 
jelas 
menyangkut tata 
laksana 

 

 

Tabel 2.6 Penentuan Alternatif Strategi 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas Lingkungan Hidup 

Peraturan  Bupati  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  39  

Tahun  2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas 

Lingkunga Hidup Kab. Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kab. PPU 

Nomor 1) Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup yaitu melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan 

pembantuan. Berdasarkan pada capaian kinerja yang telah dilaksanakan 

pada tahun 2018-2023 dan analisis gambaran umum Dinas Lingkungan 

Hidup, maka dirumuskan bahwa permasalahan utama pembangunan jangka 

menengah Dinas Lingkungan Hidup yaitu Kualitas Lingkungan Hidup yang 

belum mencapai kategori baik serta pengelolaan persampahan yang belum 

optimal. Adapun dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai 

berikut : 

 

No. Masalah Pokok Permasalahan Akar Masalah 

1. Belum optimalnya 

pelayanan infrastruktur 

dasar dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

Belum optimalnya 

pengelolaan 

Persampahan 

 

Masih kurangnya 

pengelolaan 

persampahan 

   Tingginya potensi 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

hidup 

   Tingginya potensi 

peningkatan emisi GRK 

akibat kebakaran lahan 
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  Belum optimalnya 

Pengendalian dan 

pengawasan 

pencemaran serta 

kerusakan lingkungan 

hidup 

Kurangnya sarana dan 

prasarana pengawasan 

   Belum adanya pelayanan 

pengaduan lingkungan 

hidup melalui system 

informasi digital 

   Rendahnya tingkat 

kesadaran dan ketaatan 

perusahaan terhadap 

pelaksanaan dokumen 

lingkungan hidup 

   Tingginya potensi 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

hidup 

  Belum optimalnya tata 

kelola lingkungan hidup 

dan penurunan emisi gas 

rumah kaca 

Belum adanya inisiasi 

pengelolaan kawasan 

Keanekaragaman Hayati 

   Belum adanya dokumen 

perencanaan bidang 

lingkungan hidup 

   Masih adanya 

usaha/kegiatan yang 

berpotensi merusak 

lingkungan hidup namun 

belum memiliki dokumen 

lingkungan 

Tabel 3.1 

Masalah Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah 
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3.2 Penentuan Isu – isu Strategis 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk 

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi 

isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas 

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika 

birokratis dapat dipertanggungjawabkan. 

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan 

SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi 

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari 

masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar 

ke dalam  yang tidak boleh diabaikan. 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi 

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. 

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang 

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang 

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis 

internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis 

eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD 

di masa 3 tahun mendatang. Ada pun permasalahan yang dihadapi Dinas 

Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 

1. Masih kurangnya pengelolaan persampahan 

2. Tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

3. Tingginya potensi peningkatan emisi GRK akibat kebakaran lahan 

4. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan 

5. Belum adanya pelayanan pengaduan lingkungan hidup melalui system 

informasi digital 

6. Rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan perusahaan terhadap 

pelaksanaan dokumen lingkungan hidup 

7. Tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
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8. Belum adanya inisiasi pengelolaan kawasan Keanekaragaman Hayati 

9. Belum adanya dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup 

10. Masih adanya usaha/kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup 

namun belum memiliki dokumen lingkungan 

11. Belum tercapainya target nilai IKLH 

12. Kurangnya SDM di beberapa sektor pengelolaan lingkungan hidup 

13. Kurangnya program peningkatan kompetensi bagi SDM Dinas Lingkungan 

Hidup 

 

Dari beberapa permasalahan di atas, ditentukan isu strategis Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu : 

“Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup” 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 

arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

dan meletakkan  kerangka  prioritas  untuk  memfokuskan  arah  semua 

program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan ditetapkan dengan 

mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. 

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan 

pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang 

ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata 

kerja (verb) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan 

suatu kata benda (noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik , mudah 

dicapai, rasional, dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. 

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran 

kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian sasaran atau 

tujuan yang telah disepakati. Indikator kinerja berguna sebagai dasar 

penilaian kerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun 

setelahnya dan juga merupakan petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai 

tujuan atau sasaran. 

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan 

dan sasaran, program dan kegaiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur 

kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi/Misi

Tujuan/
Sasaran

Dampak
 (Impact)

Hasil pembangunan 
daerah yang diperoleh 

dari pencapaian 
outcome

Program

Kegiatan
Keluaran
(Output)

Manfaat yang diperoleh 
dalam jangka menengah 

untuk beneficiaries 
tertentu sebagai hasil 

dari output

Hasil
(Outcome)

Produk/barang/jasa 
adalah yang dihasilkan 
dari proses/kegiatan 
yang menggunakan 

input.

Input

Sumberdaya yang 
memberikan kontribusi 

dalam menghasilkan 
output 

“ Apa yang digunakan dalam bekerja“

“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan 
(barang) atau dilayani (proses)“

“ Apa yang ingin dicapai “

“ Apa yang ingin diubah “



  

Dinas Lingkungan Hidup Penajam Paser Utara 

  
55 

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Penajam Paser Utara seperti tercantum dalam Tabel 4.1.2. berikut ini : 

 
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN 

TARGET KINERJA TUJUAN/ 

SASARAN PADA TAHUN KE- 

2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Peningkatan 
Pelayanan 

Infrastruktur yang 

Berwawasan 
Lingkungan 

 

Persentase Penurunan 
Emisi GRK 

23,3% 24,4% 25,5% 

  Meningkatnya 

kualitas 
lingkungan 

hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

71,755 71,855 71,955 

2 Meningkatkan 

standar tata 

kelola 
penyelenggaraan 

pemerintahan dan 
pelayanan publik 

 

Indeks SPBE 2,24 2,33 2,42 

  Peningkatan 

pelayanan 
prima kepada 

publik 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

83,55% 85,88% 90,07% 

 
Tabel T-C.25 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1 Strategi 

 

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan 

dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan 

keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) 

bagi stakeholder layanan.  

Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang 

menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic 

objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan 

atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir 

strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan 

pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen 

terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning 

process). 

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan 

misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu 

yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 

RPJMD maka dianggap strategis. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil 

analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan 

dan sasaran jangka menengah SKPD. Strategi yang digunakan dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

2. Pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan dengan dukungan 

teknologi informasi 

 

5.2 Arah Kebijakan 

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu 

strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi. 

Kebijakan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah 

sebagai berikut : 



  

Dinas Lingkungan Hidup Penajam Paser Utara 

  
57 

1. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

2. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan 

3. Optimalisasi Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan, Pemulihan Dan 

Penegakan Hukum Dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Sumber 

Daya Alam 

4. Peningkatkan pendataan kualitas lingkungan dari seluruh aspek lingkungan 

hidup 

5. Meningkatkan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, instansi dan 

stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup 

6. Optimalisasi pembinaan terhadap izin lingkungan 

7. Peningkatan peran serta aparatur dalam bimbingan teknis pengelolaan 

lingkungan hidup 

8. Peningkatan dukungan pelayanan public berbasis teknologi 

9. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public bidang lingkungan 

hidup 

10. Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup 

11. Peningkatan kinerja ASN Dinas Lingkungan Hidup 
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Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai 

berikut : 

Tabel T-C.26 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

 

ISU STRATEGIS / TUJUAN / SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Isu Strategis : Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Tujuan : Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan 

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan 

hidup 

Peningkatan Kualitas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  

1.Optimalisasi pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup 

  2.Peningkatan kualitas pengelolaan 

persampahan 

  3. Optimalisasi Pemantauan, Pengendalian, 

Pengawasan, Pemulihan Dan Penegakan 

Hukum Dibidang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Serta Sumber Daya Alam 

  4. Peningkatkan pendataan kualitas 

lingkungan dari seluruh aspek lingkungan 

hidup 

  5. Meningkatkan kerjasama dengan seluruh 

elemen masyarakat, instansi dan stakeholder 
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dalam pengelolaan lingkungan hidup 

  6. Optimalisasi pembinaan terhadap izin 

lingkungan 
 

  7. Peningkatan peran serta aparatur dalam 

bimbingan teknis pengelolaan lingkungan 

hidup 

Tujuan : Meningkatkan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

Sasaran : Peningkatan pelayanan prima 

kepada publik 

Pemantapan sarana dan prasarana 

pemerintahan dengan dukungan teknologi 

informasi  

1. Peningkatan dukungan pelayanan public 

berbasis teknologi 

  2.Peningkatan sarana dan prasarana 

pelayanan public bidang lingkungan hidup 

  3.Peningkatan pelaporan kinerja dan 

keuangan Dinas Lingkungan Hidup 

  4.Peningkatan kinerja ASN Dinas Lingkungan 

Hidup 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

tugas dan fungsi OPD. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah merupakan 

serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) 

suatu program. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan program-program yang akan 

dilaksanakan selama 3 tahun kedepan. Program dan kegiatan yang dirumuskan 

di dalam Renstra DLH tahun 2024-2026 mengacu pada RPD Kabupaten 

Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 menurut urusan pemerintahan sebagai 

berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat  

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Kabupaten/Kota 

1) Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 
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2) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 

1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 

2) Pemantauan dan Evaluasi KLHS 

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota 

1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan 

Laut 

2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah 

Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

3) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK 

4) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, dan Laut 

5) Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota 

6) Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan 

7) Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di 

kabupaten/kota 

8) Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota 

9) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 

b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota 

1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada Masyarakat 

c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota 

1) Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota 

1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

3) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 

4) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 
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5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan 

Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 

a. Penyimpanan sementara Limbah B3 

1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan 

Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 

b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah 

Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, 

dan/atau Penimbunan 

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 

Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

1) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait 

Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal 

Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 

a. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang 

Terkait dengan PPLH 

1) Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak 

Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan 

PPLH 

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat 

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang 

lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga 

masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 
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10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 

1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 

11. Program Pengelolaan Persampahan 

a. Pengelolaan Sampah 

1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 

Persampahan 

3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 

4) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah 

kabupaten/kota 

5) Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah 

6) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada 

Kondisi Khusus 

7) Penanganan sampah melalui pengangkutan 

8) Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah 

9) Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah 

10) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di 

instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, 

RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya 

sesuai dengan peraturan perundangan 

11) Pengurangan sampah melalui  pembatasan timbulan sampah 

12) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 

13) Penanganan sampah melalui pemrosesan  akhir sampah di TPA/TPST 

kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 

Usulan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 

2024-2026, beserta target, indikator dan usulan pagu, dijabarkan dalam matriks 

berikut : 
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Tabel T-C.27 

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 

2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Penajam Paser Utara, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada daerah.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka didalam Bab VII akan dijabarkan 

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang urusan yang 

menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser 

Utara. Adapun dapat dilihat pada tabel berikut : 
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No. Tujuan Sasaran Indikator 

Tujuan/ 

Sasaran 

Kondisi Kinerja 

Pada Awal 

Periode RPD 
 

Target Capaian Setiap 

Tahun 
 

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPD 
 Tahun 0 Tahun 

1 
Tahun 

2 
Tahun 

3 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7)  

1 Peningkatan 

Pelayanan 
Infrastruktur 

yang 
Berwawasan 

Lingkungan 

 

Persentase 
Penurunan 

Emisi GRK 

N/A 23,3% 24,4% 25,5% 25,5% 

  Meningkatnya 
kualitas 

lingkungan 
hidup 

Indeks 
Kualitas 

Lingkungan 
Hidup 

68,1 71,755 71,855 71,955 71,955 

2 Meningkatkan 

standar tata 
kelola 

penyelenggaraan 

pemerintahan 
dan pelayanan 

publik 

 

Indeks 
SPBE 

2,14 2,24 2,33 2,42 2,42 

  Peningkatan 

pelayanan 

prima kepada 
publik 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

81,52% 83,55% 85,88% 90,07% 90,07% 

Tabel T-C.28 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026 ini adalah dokumen 

perencanaan bidang/ urusan Lingkungan Hidup untuk periode 3 tahun. Rencana 

Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan 

Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dispesifikasikan dan disepakati dalam 

kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Penajam 

Paser Utara Tahun 2024-2026. 

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis ini 

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementrian Lingkungan Hidup 

untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Penajam Paser 

Utara. 

Hal strategis yang harus menjadi pedoman dalam komitmen bersama adalah 

bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini akan menjadi acuan resmi 

penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Karena itu, Rencana Strategis ini harus 

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Dinas 

Lingkungan Hidup serta digunakan sebagai penyusunan rancangan RKPD Dinas 

Lingkungan Hidup. 

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran 

dalam Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup merupakan solusi yang paling tepat 

untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang Dinas Lingkungan 

Hidup dan atau kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup. 

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegitan Rencana 

Strategis Dinas Lingkungan Hidup yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA 

Dinas Lingkungan Hidup harus ditingkatkan.  

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan 

Kinerja (LKIP Dinas Lingkungan Hidup Laporan Kinerja (LKIP) itu menjadi bukti 

(prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja 

Dinas Lingkungan Hidup di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan 
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